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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wacana Hak Sipil Agama (kemudian bisa pula disihgkengan,
HSA)' merupakan salah satu isu turunan dari wacana/Asaki Manusia
(sangat dikenal dengan sebutan, HAM) yang menaikagiian para pemikir
Islam belakangan ini. Isu tersebut telah banyak ameai wacana dan
diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbag@kuki dan seminar
diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakabDnyantara agenda
yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan gabwantara Hak Sipil

Agama atau HSA dengan Islam.

Mengenai persoalan ini, para cendekiawan Barat danyelakukan
tuduhan dengan sikap yang cukup sentimentil dengarganggap Islam tidak
menjunjng tinggi Hak Sipil Agama (HSA). Indikasuiterlihat dari konsep-

konsep Islam sepertiddah dan dzimmi®* Tuduhan-tuduhan ini setidaknya

! Penggunaan istilah Hak Sipil Agama yang kemudimingkat dengan
HSA ialah khas dan khusus di dalam penelitian Jadi, selanjutnya jika ada
singkatan HSA artinya merujuk pada hak yang spegditu Hak Sipil Agama.
Sedangkan hak yang lebih umum bagi manusia ialdh Atasi Manusia atau

HAM.

2 Menurut An-Naim (2007:201), istilafizimahmerujuk pada sebauh perjanjian yang dibuat
atas negara yang dipimpin oleh Muslim dan komurétalsal—kitab agar mereka mendapatkan
jaminan atas diri dan hartanya, kebebasan untulajikean agamanya dengan otonomi komunal
dan privat untuk mengelola urusan urusan intermal®gbagai balasan, mereka harus membayar
pajak yang disebygizyah dan mematuhi perjanjian yang mereka buat denggaracMereka yang
mendapat status dzimah didorong untuk masuk Iskami, tidak boleh untuk menyebarkan
keyakinannya (Naim, 2007: 201-202). Selain contoatas, produk hukum Islam yang dianggap



berimplikasi pada dua haPertama secara historis wacana mengenai HSA
memang bukan berasal dari khazanah Isl&magdug tuduhan itu seolah
memberikan kesan bahwa di negara-negara Muslimpcsdsah menegakkan
HSA; Ketiga tuduhan ini lahir karena kurangnya pembacaanraedeademis

atas relasi Islam dan HSA.

Tuduhan-tuduhan seperti ini tentu perlu diluruskarena dalam
sejarah Islam esensi mengenai HAM bukanlah tidak Agpalagi sejak awal
Islam diturunkan Islam sudah mengusung semangaapean dan keadilan.
Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral dianggampu memimpin
Madinah yang dianggap sebagai genesis awal Negdaan lyang ideal
dengan cukup baik. Karena itulah Negara Madinalebdissebut sebagai

Madinah al-munawwarah

Salah satu kebijakan penting yang diambil di masal aNegara
Madinah adalah penerbitan Piagam Madinah. Kebijakemenjadi sentrum
bagi kehidupan masyarakat Madinah kala itu kareeajanli dasar hukum
dalam interaksi sosial. Plagam Madinah adalah aebiagishahifat(berarti
lembaran tertulis dan kitab yang dibuat oleh N&hbsebut Piagam karena
isinya mengakui hak kebebasan beragama dan berkapakkebebasan

berpendapat dan kehendak umum warga Madinah sikaagilan terwujud

tidak menjunjung tinggi hak-hak sipil adalah kelsbaberagama. Publik Islam masih meyakini
jika ada orang Islam yang berpindah agama makassigd adalah murtad. Hampir semua kitab
figih menyebutkan bahwa mayoritas ulama menganjutiakuman mati bagi pelaku murtad.
Meskipun seorang perempuan—setelah mereka dimimizk umelakukan taubat. Hadits yang
dirujuk adalah barang siapa mengganti agamanya maka bunuhfigamil, 2007: 35).



dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajibamasyarakatan
semua golongan, menetapkan pembentukan persatumahkedatuan semua
warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskadigiradan peraturan

kesukuan yang tidak baik (Pulungan, 2004:114).

Mengenai isi pokok atau prinsip-prinsip yaegdapat di dalam
piagam tersebut para ahli biasanya berbeda daldihatmya. Cara pandang
ini biasanya terpengaruh oleh tema besar kajiasebeit. Misalnya Suyuti
pulungan yang membagi prinsip pokok Piagam tersetmnjadi 14 prinsip
pokok; 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan damsgedaraan; 3) prinsip
persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubuagéar pemeluk agama,;
6) prinsip tolong menolong dan membela yang teyaid@) prinsip hidup
bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip gheman; 10) prinsip
musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pakeg hukum; 13) prinsip
kepemimpinan; 14) prinsip ketakwaamar ma’ruf nahi munkafPulungan,
2004: 121). Nampaknya prinsip-prinsip tersebut aatgrpengaruh oleh cara
pandang teori-teori kepemimpinan yang menjadi laadadalam mengkaji

teks tersebut.

Beda halnya dengan Munawir Sadzali yang hlebi
menyederhanakan pokok kajian ini. Dalam kajianrbgljau menempatkan
Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan edmma untuk
masyarakat majemuk yang mendasarkan pada dua hakniua pemeluk

Islam meskipun berasal dari berbagagai macam gatapi merupakan satu



komunitas; 2) hubungan antar komunitas yang merk@asgada sikap saling
membantu, bertetangga baik, menghadapi musuh barsaiing menasehati

dan menghormati kebebasan beragama (Sadzali,1990:16

Bagi penulis sendiri setelah menganalisaggia tersebut
nampaknya masih mempunyai ruang yang luas untudriddn tafsir terkait
dengan prinsip-prinsip wacana HSA. Sebut saja $epasaal yang berbunyi
"Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan rdegreka memperoleh
hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kebdmlgin pendukung
shahifat ini memperoleh perlakuan yang baik damse pemilik sahifat ini.
Sesungguhnya kebaikan berbeda dengan kejahat#ep Ssang bertanggung
jawab atas perbuatanya sendiri. Sesungguhnya Alt@mbenarkan dan

memandang baik apa yang termuat dalam sahifafHisyam,|11:35).

Di atas merupakan gambaran umum tentang Piagamnifadiang
nanti dilihat melalui kacamata HSA. Mengenai istikipil (civilitiy) sendiri
secara harfiah diartikan sebagai “keadaban” yaref &mitanya dengan
kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan (RBras#@92:5). Jika
paradigma tersebut ditarik ke dalam pemahaman p#maenhak-hak sipil
terkait negara maka pengertian ini menjadi hak-begeorang yang secara
penuh harus dijamin negara berkat keanggotaan aebagrga negara

(Raharjo:2004).

Ada pun bentuk perlindungan hak sipil (juga po)itimenurut Rajab

(2002) negara memiliki empat kewajibaPertama negara berkewajiban



melindungi hak sipil melalui produk politik dan padang-undangafKedug
negara dilarang untuk membatasi, mengganggu apalagirang kebebasan
warganya untuk melaksanakan kegiatan pribadi saktevitas politiknya.
Ketiga, negara melalui aparat kepolisian harus menganmilakan saat
terjadi tindakan kriminal. Keempat negara melalui pengadilan sudah
semestinya melaksanakan proses hukum terhadap angaglg melakukan

kejahatan tanpa pandang bulu (Rajab, 2002: 47).

Atas dasar pemaknaan tersebut maka yang menjadipiakdak lain
adalah kewajiban negara. Selain keterkaitan demggyara dan kata yang
sebangun denganya adaldPoljtical rights dan civiel liberaties hak sipil
harus dimaknai dalam kapasitas yang berbeda deHgdn. Maka dalam
konteks ini, beragama adalah hak yang diberikagslamg oleh Tuhan dan
bukan oleh orang, bahkan oleh negara. Sedang pakssbagaimana yang
dijelaskan Tomas Hobbes, merupakan ranah di matek tada larangan
hukum baginya untuk melakukan apa saja menurutrkigie hatinya—apa
saja yang disebutkan oleh Hobbes adalah kebebamam ditetapkan oleh

penguasa yang didasarkan pada kepentingan berSdayair0, 2006: 80).

Oleh sebagian masyarakat penyelenggaraan Negarinaladleh
Nabi dianggap berhasil dalam menjamin kebebasan masyarakatnya,
bahkan terhadap non-Muslim. Sehingga, Piagam Mhdy@eng lahir ketika

Nabi memimpin Madinah merupakan salah satu teksy y@enting untuk



melihat bagaimana pelaksanaan HSA di wilayah yang dikenal dengan

Yatsrib itu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakaata$, maka
muncul dua pertanyaan yang menjadi pokok penelitnAda pun tiga

pertanyaan tersebut adalah:

1. Bagaimana nilai-nilai Hak-hak Sipil Agama dalam d2im
Madinah?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Hak Sipil Aganaalam

masyarakat Madinah di era kepemimpinan Nabi Muhadm

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab duagmgaan yang

telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai Hak Sipil Agamalam Piagam
Madinah.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nitéak Sipil
Agama terhadap masyarakat Madinah era Nabi tepemtenuhan

Hak Sipil Agama.



D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berdasarkan kajian sebelumnya yang membahas terdgkas agama
dan negara terutama terkait dengan kebebasan beaalgakan merupakan
sesuatu barang yang baru. Pada umumnya para pengkga melihat bahwa
dalam Islam menjamin kebebasan beragama yangadi@aspada beberapa
dalil yang ada semisal dalam surat Al Kafirun. $atara zaman yang
semakin maju dipastikan menuntut suatu hukum yaaggatur secara jelas

bagaimana hubungan anatar umat beragama tersebut.

Oleh karenanya kajian ini menjadi diperhitungkaratala kajian
kebebasan beragama tersebut didasarkan pada H$AIhSeengetahuan
penulis, bahasan mengenai pemenuhan HSA dalamnPidalinah dengan
kacamatacivil rights atau hak sipil masih merupakan sebuah kajian yang
langka. Dengan pertimbangan tersebut penulis mepkah untuk

mendalami kajian ini.

E. TELAAH PUSTAKA

Di antara karya ilmiah yang mengkaji HSA dalam BragMadinah
sejauh ini belum banyak yang melakukan. Ada beleekapya yang senada
dengan tema ini namun pada umumnya mereka masihisaighan atau
melakukan kajian tersendiri antara tema HSA darmkdfiagam Madinah. Di
antara karya ilmiah yang mengkaji HSA adalah tkarya Tedi Kholiluddin,

yang mengangkafgama, Negara dan Hak-Hak SigiAnalisis Terhadap



Politik Pengakuan Negara terhadap Agama Di sind@)e2008. Dalam tesis
tersebut, penulis mengurai secara konseptual gng@gasan teori HSA.
Namun, dalam tesis tersebut, nampaknya penulik tidangkaji secara

mendalam tentang rumusan HSA dalam Islam secardatsn.

Sementara karya ilmiah lain yang mengakat kajiartateg Piagam
Madinah di antaranya adalah Desertasi J. Suyutur@ain untuk promosi
gelar doktornya di UIN Syarif Hidayatullah dan karylmiah tersebut
sekarang terbit menjadi bukBrisip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam
Madinah 1994 Dengan menggunakan metode historis, analitikdarparatif
penulis menjelaskan bahwa Piagam Madinah merupal@masi dasar
pemerintahan Negara Madinah yang mengusung semakgat¢basan,
kesetaraan dan keadilan. Dalam amatan penulisakargebut terbatas dalam
kajian teoritik pemerintahan baik dalam Piagam Mati maupun dalam al

Qur'an sehingga melupakan aspek aplikabilitasnya.

Karya ilmiah lain yang mengangkat Piagam Madinahlad skripsi
saudara Ali Romdoni dengan judi@nalisa Semiotik Piagam Madinah 2006.
Dalam kajian ini penulis lebih menyoroti persoasamiotik dalam poin-poin
Piagam Madinah yang bersifat universal. Artinyaiddjtersebut lebih

menekankan pembacaan terhadap &eksich

Dari beberapa karya sebelumnya kiranya masih as@nkgatan bagi
penulis untuk melakukan kajian kembali terkait H&Nebih dalam Piagam

Madinah. Berdasarkan penelusuran yang penulis &akukampaknya masih



besar peluang untuk mengangkat tema Hak Sipil Agaaam Piagam
Madinah. Kenyataan ini dibuktikan dengan sulitnyanemukan kajian yang

serupa dengan bahasan ini.

. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakars jpanelitian
kepustakaarglibrary research)dengan jalan membaca, menelaah buku-buku
dan artikel yang berkaitan dengan tema peneliti@n Ada pun sumber

penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer damsieu:

a. Sumber Data Primer
Yaitu sumber data yang paling pokok berupa bukugyaembahas
tentang sejarah Nabi Muhammad. Dari sekian pegalig membahas
tentang sejarah Nabi berkaitan Piagam Madinahligemenggunakan
buku karangan Ibnu Hisyam yang berjudll Sirat al Nabawiyyat.
Dari buku tersebut setidaknya penulis dapat metdies yang orisinil

dari Piagam Madinah.

b. Sumber Data Skunder
Yaitu sumber data pendukung yang berupa buku at#elayang
dapat mendukung penelitian tesis ini. Di antaramylau pendukung
tersebut yang sudah penulis kumpulkan adal@mah Nabawiyah
Sejarah Lengkap Nabi Muhammaérj. Mardiyah (Unmuh Press

Jogjakarta: 2002). Muhammad bin Yasir Bin Ish&irah lbnu



Ishag Terj. Dewi Candra Ningrung terbitan MuhammadiyRdess
Surakarta 200Sirah Nabawiyalkarangan Syaik Syafiyurrahman al
Mubarak Furi terj. Kathur Suhardi, terbitan Pust&leatsar, Jakarta:
2007. Buku karangan Marshall G S Hodgsbme Venture Of Islam
“Iman dan Sejarah Peradaban DuniaParamadina 2002. Buku
Karangan M. Ali Kettani, TerjMinoritas Muslim di Dunia Dewasa
Ini. Jakarta: Rajawali Prees, 2005. Buku karanganoAmtiBlack
Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Makani, terbitan
Serambi 2001. Buku Bunga Rampalam Negara dan Civil Society
dditor Komarudin Hidayat, diterbitkan Paramadinalgp£2005, dan

yang lainya.
Ada pun metode penulisan tesis ini adalah:

1. Metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-dgdag penulis
dapatkan melalui sumber-sumber data primer dandekuersebut.
Metode ini penulis pakai untuk membahas pokok-pogagasan
Piagam Madinah secara umum.

2. Analisis data merupakan upaya mencari dan menatarsse
sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkamghaman
penulis tentang masalah yang diteliti dan pengkajisebagai
temuan bagi orang lain (Muhadjir 1996:104). Karpeaelitian ini
adalah kajian masalalu maka dalam menganalisa téasabut

dibutuhkan metodéermeneuticAda pun pengertiahermeneutic

10



itu sendiri secara epistimologis berasal dari bah3&inani
hemeneuelryang berarti menafsirkatdiermeneuticpada akhirnya
diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atauasisitu
ketidaktahuan menjadi mengerti (Fazlur Rahman, 201H)
walaupun pandangan itu masih dalam tataran subjelan
tergantung sejauh mana seordRgader mendapat data tentang
sebuah kajian (Atho, 2003: 6). Artinya, data atakstmenjadi
pembimbing yang akan mengantarkan ke dalam pengalam
hermeneutic sehingga seseorang dapat membaca tanpa ada
perebutan atau pemerkosaan makna melainkan denganyang
menampilkan penuh potensialitas-potensialitas gandan teks,
yang keduanya merupakan rekan di dalam didilegneneutic
(Palmer, 2005:290). Selain itu, pendekatan lain gyansa
digunakan untuk membntu penelitian ini adalah plkatdn
sejarah. Karena dengan pendekatan ini penulis mampu
merekonstrusi masa lampau secara sistematis daktdbgengan
cara mengumpulkan, meverivikasi, serta mensintasiskukti-
bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesiampybang
kuat (Rupi'i,1999:13).

. Tehnik pengumpulan data merupakan kinerja pengusnpdhta
dalam penelitian ini biasanya dilakuakan melalungdesuran
terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumhear dade

relevan dengan subtansi penelitian ini. Untuk mpatan data
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yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakaetone yang
bisa dipakailibrary research atau studi kepustakaan dengan
mengamati, mendalami, mencermati, menelaah, dan
mengidentifikasi pengetahuan sehingga dapat digerslebuah
kesimpulan kebenaran baik filosofis maupun empyasg ada
dalam kepustakaan (buku, majalah, surat kabar, dtdkumen

penelitian lainnya) (Muhadjir, 2000:296).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dera bab, agar
pembahasan tesis ini mengarah dan mudah dipahaenulip perlu

mengetengahkan dan menuangkan sistematika pemyeagebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang tefalirj latar
belakang masalah, rumusan maslah, tujuan penulesas, kerangka teori,
telaah pustaka, signifikansi penelitian, metode epgan, sistematika

penulisan tesis.

Bab kedua bagaimana mengkaji tentang landasantiketentang
konsep Hak Sipil Agama. Untuk mempertajam konsdpssebut, maka
terlebih dahulu akan dikaji tentang teori hak, lem#i perlu dikaji karena
dalam konsep Hak Sipil Agama bangunan penyanggadgéah teori hak.

Setelah teori itu tergambar secara jelas, penuwiamutkan bahasan ini pada
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teori HAM, kajian ini perlu dilakukan karena Hakp®$iAgama merupakan

anak dari HAM.

Pada Bab ketiga, yang menjadi fokus pembahasanydahad
Membahas tentang Hak Sipil Agama dalam Piagam MadinUntuk
mengawali bahasan ini penulis memulainya dengan babas Madinah
sebelum hijrah, latar belakang Piagam Madinah, dmiian Piagam
Madinah, isi Piagam Madinah, fungsi Piagam Madidah Hak Sipil Agama

dalam Piagam Madinah.

Bab keempat Membahas tentang implementasi nilai $pk Agama
dalam Piagam Madinah. Sejauh ini berdasarkan pemabgeenulis setidaknya
ada empat nilai yang kami rumuskan dalam bahasarPertama tentang
prinsip keadilan, kedua tentang prinsip persam&atiga tentang prinsip
kebebasan, keempat tentang prinsip perlindungaradder minoritas,

pemberlakuan Piagam Madinah secara umum.

Bab kelima, Meliputi Kesimpulan tentang Hak Sipdjama dalam

Piagam Madinah, saran-saran, dan penutup.
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